
W IKOTA B A U B HU  
PROVIN' I SULAWESI TE 'GGARA 

Komisi Pemberantasan kepatuhan pelaporan engan hal an Korupsi, a sinergis Ko (KPK) dal lapo arta kekay 
C. 

PERA URAN W ALI KOT BAU BAU NOIOR : 93 TAH 2023 TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATU' WALI KOTA BAUBAU NOMOR 90 TAHN 2017 TENT AN� LAPORAN HART A KEKAY� PENYELENGG NEGARA DI L I N O K U P  PEMERINTAH I DTA BAUBAU 
i

WALI KOTA BAUBU,  Menimbang a. bahw sesuai ketentu<>j Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 T un 1999 ten� Penyelenggaraan Negara Yang Bersihj Dan Bebas Dari]Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyedbutkan bahwa dlam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Un@dang-Undang ini berlaku setiap penyelenggara negarg harus melaporkan dan mengumumkan harta, kekayaannya dan bersedia dilak:f1kan pemeriksa , terhadap kekayaannya sesuai deng ketentuan dal Undang-Undang ini; b. bahwes untuk mendukng tercapainya penyelenggaraan negar~ yang bersih 11 bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) l'iperlukan komitmen bagi Penye enggara Negara ada Pemerintah Kota Baubau melaporkan keka aannya; at komitmen tersebut dalam lusi dan Nepotisme diperlukan 
d. bahw sebagaimana unaksud dalam huruf b, maka 

diperlukan kerja sam~ sinergis antara Penyelenggara 
Negara Lingkup Pemeriltah Kota Baubau dengan Komisi 
Pemb~rantasan Korupsil dalam hal kepatuhan pelaporan harta ekayaan; 

e. bahw berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dim sud huruf a, [huruf b dan huruf c, perlu mene apkan Peratur Wali Kota Baubau tentang 
Laport Harta Kekaye Penyelenggara Negara Lingkup 
Pemerintah Wali Kota BAubau; 

I 



Mengingat 
I 

18 Ayat (6) Undahg-Undang Dasar Negara Republik 
esia Tahun 1945/[ 
g-Undang No r 28 Tahun 1999 tentang Peny lenggaraan Neg a Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dani] Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T~hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R~publik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah d i ul ah  beberapa kali, terakhir dengan 

I ' Undang-Undang Nomhbpr 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas, [Jndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002] tentang Komisi] Pemberantasan Tindak Pidana Koruf si (Lembaran N dgara Republik Indonesia Tahun 2019\ Nomor 197, Tam\bahan Lembaran Negara Republik 
! I  Indonesia Nomor 6409) ]  3. Undang-Undang N o r h bo r  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tind Pidana Korupsi (Lernbaran NegII a Republik I sia Tahun 1999 Nornor 140, Tam , ahan Lernbaran egara Republik Indonesia Nornor 3874); sebagaimana t9fh diubah beberapa kali, terakhir deng Undang-Und Nornor 19 Tahun 2019 tentang 

I , Peru ahan Kedua ata Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002] tentang Komisi] Pemberantasan Tindak Pidana 
I Korupsi (Lembaran Ngara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 197, T ahan Lernbaran Negara Republik Indoiesia Nornor 6409 4. Und ng-Undang No or 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Nega�a Republik In� 'nesia Tahun 2001 Nomor 93, Tam,ahan Lembar Negara Republik Indonesia Nom~r 4120) ; 1 

I 5. Undang-Undang Norn 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil [Negara (Lembaran]Negara Republik Indonesia Tahun 2014] Nomor 6, Tambj an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 6. Und~ng-Undang N o r 'o r  23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daere ' ( Le m b ar an  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 [Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg� Republik Indo esia Nornor 5587); sebagairnana telah] diubah beberaph kali terakhir dengan Undang­ Und g Nornor 6 T sun 2023 tentang Penetapan Pera
1
�ran Pernerintahl 'engganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tent jg Cipta Kerja menjadi Undang­ Undang (Lembaran gara Republik Indonesia Tahun 

20231 Nornor 41 ,  T am] jah an  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856 
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I. 

2. 
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7. Undang-Undang No r 19 Tahun 2019 tentang 
Peru ahan Kedua ata ndang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komis Pemberantasan Tindak Pidana 
Koru si (Lembaran gara Republik Indonesia Tahun 
2019] Nomor 197, Tarn'. ahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6409); 

8. Peraturan Pemerintah[ [Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai egeri Sipil (Lembaran Negara 

I Republik Indonesia T~ un 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara R~bublik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah d i u ' ah  dengan Peraturan Pemerintah 

I Nomor 17 Tahun 2020 entang Perubahan Atas Peraturan 
Pem'f1:tah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 202 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negaya Republik Indon sia Nomor 64); 

9. Peratran Pemerintah]/Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Peng~wasan Penyelenggara Pemerintah 
DaerJm (Lembaran Nf ara Republik Indonesia Tahun 2017\ Nomor 73, T amp ah an  Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Disip in Pegawai Negeri] Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indo�esia Tahun 2 0 2 1 1 .  omor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonjjsia Nomor 6718); 

1 1.  Peratrran Komisi Pe berantasan Korupsi Nomor 2 
Tahuhn 2020 t e n ta h g  Tata Cara Pendaftaran, 
Pengiµ.muman dsan [ emeriksaan Harta Kekayaan 
Peny~lenggara Negara] (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2020\ {omor 572); 

12. Peratran Daerah Kot Baubau Nomor 5 Tahun 2016 
ten I g Pembentukan I an Susunan Perangkat Daerah 
Kota Baubau (Lembar Daerah Kota Baubau Tahun 
2016] Nomor 2); sebdgaimana telah diubah dengan 
Perat ran Daerah Kot Baubau Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan I '  tas Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 5 Tahu , 2016 tentang Pembentukan dan 

I I Susunan Perangkat D erah Kota Baubau (Lembaran 
I I Daerah Kota Baubau T un 2021 Nomor 2); 

1.  Instrksi Presiden �, mor 5 Tahun 2004 ten tang 
Peicefatan Pemberantas Korupsi; 

2. Suratj Edaran Menteril Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/O3/M.PAN/, 1/2005 tentang Laporan Harta 
Keka aan Penyelengga 

Memperhatikan 



Menetapkan 

i, 3. Surat Edaran Menteri] [Pendayagunaan Aparatur Negara 
I Nomo SE/O3/M.iPAN 1  1/2005 tentang Laporan Harta 
I Keka aan Penyelengg Negara; 

4. Sura Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Ket~rlambatan Penyampaian Laporan 
H I Kekayaan Pen� lenggara Negara di Lingkungan 
Kerne terian/Lembaga I an Pemerintah Daerah; 

5. Sura Edaran Menteri alam Negeri Nomor 700/1590/57 
pada tanggal 28 April ll 016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Neg,a di Lingkungan merintahan Daerah; 

6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE­ 
08/01/10/2016 te n t h)g  Petunjuk Teknis Penyampaian 
dan Pengelolaan Lapore Harta Kekayaan Penyelenggara Neg a. 

MEMUTUSKA 

PERATU N WALi KOTA ENTANG PERUBAHAN KEDUA 
I ATAS PERATURAN W ALI KOTA BAUBAU NOMOR 90 

TAHUN [2O17 TENTANG]] LAPORAN HARTA KEKAYAAN 
PENYELENGGARA NEG · DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA BAUBAU. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peratur 
Tahun 2017 tentarig Laporan Harta 
Di lingkungan Pemerintah Kota 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Wali Kota Baubau Nomor 90 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
aubau dilakukan perubahan, 

1 .  Ketentuan dal Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebage berikut : 

Pasal 2 
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan emerintah Kota aubau terdiri dari : 

a. tetap; 

b. tetap; 

c. tetap; 

d. Pejabat S ktural Jabatan dministrator; 
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e. Pejabat Pemljuat Komitmen (I RK) 
f. Pejabat Fungsional Madya k e & l a l i  Kesehatan dan Guru 

g. Pejabat Fun sional Auditor Pejabat Fungsional Pengawas 

Penyelengge fa Urusan Pemerinan di Daerah; 

h. Pengelola U it Layanan Penga aan (ULP); 

Ajudan Wali Kota dan Wakil J . Kota; dan i. 

j. a Negara tertentu tas permintaan KPK. 

Pasal TI 

Peraturan Wali Kota ini mulai berl pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang] mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kot~ ini dengan pen patannya dalam Berita Daerah 
Kota Baubau. 

itetapkan di Baubau 

ada tang@a\, 22 Novae&2 2023 

Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, 29 Nove»& 2023 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KO T A  BAUBAU, 

SAIDO BONSAI 

FF KC~biasf il 
I 

NO. INSTAHS UNIT KERJA PARAF 

1. )A 

2 

3. 

i 4, 

5 

I 

BERITA DAERAH KOTA BAU' »AU TAHUN 2023} IOMOR..93 
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